
BUPATI LAMPUNG TIMUR
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAJ\tIPUNGTIMUR
 

NOMOR :18TAHUN 2000
 

TENTANG
 

RETRIBUSI PELAYANAN PERSA~1:PAHAN I KEBERSIHAN
 

DENGAN Rt\.HMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

BUPATILA~UNGTIMUR 

Menimbang a.	 bahwa dengan ditetapkannya Kabupaten Lampung Timur sebagai 

Daerah Otonom berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 

tentang Pembentukan Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II 

Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro, maka dalam 

penyelenggaraan Otonomi Daerah perlu mengatur Pungutan Daerah 

sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah satu 

penunjang Pembangunan Daerah ; 

b.	 bahwa sesuai .dengan Pasal 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri . 

Nomor 119 Tahun 1998 telah ditetapkan jenis-jenis Pungutan Daerah 

tentang Retribusi Daerah Tingkat II, maka dipandang perlu 

menetapkan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan ; 

c.	 bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b diatas perlu diatur 

dengan Peraturan Daerah. 

Mengingat 1.	 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang : Pembentukan 

Daerah Tingkat I Lampung ( Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 

95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688) ; 

2.	 Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian 

Sengketa Pajak. ( Lembaran Negara ·1ahun 1997 Nomor p 40, 

Tambahan Negara Tahun 3684 ) ; 

3.	 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah ( Lembaran Ne~ara Tahun 1997 Nomor 41, 

Tambahan Negara Tahun 3685 ) ; 
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4.	 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3669) ; 

5.	 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabuparen Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah 
, , 

Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro 
i 
f 

( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3825 ) ; 

6.	 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3839 ) ; 

7.	 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi 

Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3692); 

8.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil ; 

9.	 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M 04 - PW - 03 Tahun 

1986 tentang Wewenang Pegawai Negeri Sipil ; 

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang 

Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ; 

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang 

Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ; 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang 

Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah. 

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR. 

MEMUWSKAN 

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

TENTANG RETRffiUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / 

KEBERSlHAN. 
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BABI 

KETENTUAN m{UM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

a.	 Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur ; 

b.	 Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur adalah Kepal Daerah beserta Perangkat 

Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ; 

c.	 Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur ; 

d.	 Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai 

dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku ; 

e.	 Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat 

penampungan sampah yang berasal dari lingkungan di Desa / Kelurahan sebelum 

diangkut ke TPA ; 

f.	 Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk 

menampung, mengolah dan memusnahkan sampah ; 

g.	 Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari 

kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dad bahan organik dan anorganik, logam 

dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak tennasuk buangan biologis / kotoran 

manusia dan sampah berbahaya; 

h.	 Kamar Mandi / we Umum adalah Bangunan yang diperuntukan untuk fasilitas umum 

tempat kamar mandi dan pembuangan kotoran manusia dan bangunan tersebut berdiri 

diatas Tanah Milik Pemerintah ; 

1.	 Badan adalah .satu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan 

Komanditer, Perseroan lainnya, Badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama 

dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Perkumpulan, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau 

Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk 

usaha lainnya ; 

j. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa 

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan clan 

dinikmati oleh orang pribadi atau badan ; 

yang disediakan atau diberikan 

kemanfaatan umum serta dapat 

k. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi 

adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan / kebersihan yang khusus 

disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 

badan; 
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1.	 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang

undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi ; 

m.	 Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi 

Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinantertentu dari Pemerintah 

Daerah yang bersangkutan ; 

n.	 Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, 

adalah Surat yang dipergunakan oleh Wajib Pajak Retribusi untuk melaporkan data 

objek Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang 

menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ; 

o.	 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat 

disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah 

Retribusi yang telah ditetapkan ; 

p.	 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat 

SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 

Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang 

tidak seharusnya terutang ; 

q.	 Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingka! STRD, adalah Surat 

untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau 

denda; 

r.	 Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, 

SKRDKBT dan SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak 

ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi ; 

s.	 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah 

data dan atau keterangan dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban 

Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ; 

1.	 Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan 

yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut 

Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat 

terang Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan 

tersangkanya ; 

u.	 Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur. 
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BABn
 

NANLI\., OBJEK DAN SUBJEK RETRlBUSI
 

Pasal2
 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dipungut Retribusi atas 

setiap Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal3 

Obyek Retribusi : 

a. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPA atau ; 

b. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA ; 

c. Penyedian lokasi atau tempat pembuangan sampah adalah TPA ; 

d. Pengangkutan dan atau pemusnahan sampah di TP A ; 

e. Penggunaan tempat mandi / \Ve yang diperuntukkan untuk Umum. 

Pasa] 4 

Subyek Retribusi adalah setiap orang atau rumah tangga / badan serta Perkantoran 

Pemerintah yang mendapat jasa Pelayanan Persampahan / Kebersihan. 

BABIn
 

GOLONGAN RETRIBUSI
 

Pasal5
 

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
 

BABIV
 

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KEBERSIHAN
 

Pasal6 

Pemerintah melakukan Pengaturan, pembinaan dalam penyelenggaraan Pelaksanaan 

Kebersihan. 

Pasal7 

(1). Pengelolaan pelaksanaan Kebersihan dan kamar mandi / we Umum dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah dan atau dapat juga diselenggarakan' oleh Pihak Swasta ; 
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.'~~. 

...... 

,
 

(2).	 Pihak Swasta yang akan rnengelola Penyelenggaraan Kebersihanyang dimaksud ayat 

(1) Pasal ini terlebih dahulu hams mendapat Izin dari Kepala Daerah ; 

(3).	 Tata Cara Memperoleh Izin Penyelenggaraan Pengelolaan Kebersihan yang dimaksud 

ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

BABV
 

KEWAJIBAN PEl\1ELIHARAAN KEBERSlHAN
 

Pasal8
 

(1). Setiap penduduk Wajib memelihara Kebersihan ; 

(2). Setiap pemilik I penghuni I pemakai I penanggungjawab bangunan Wajib memelihara 

kebersihan dilingkungan masing-masing '; ... 

E-3). Kewajiban yang dimaksud pada ayat (2) i-asal ini meliputi Kebersihan sampai baras 

bahu jalan disekitar pekarangan masing-masing. 

Pasal9 

(1). Setiap pemili.k I penghuni I pemakai I penanggungjawab rumah tempat tinggal, toko, 

gudang, kantor, rumah sakit, rumah makan I restoran, hotel I rumah penginapan, 

apotik, bioskop, pabrik I industri dan bangunan I prasarana untuk kepentingan umum 

lainnya, diwajibkan menyediakan tempat untuk penampungan sampah dan air buangan; 

(2). Terhadap air buangan yang melebihi ambang batas pencemaran, yang menimbulkan 

bau busuk, yang mengandung bahan beracun dan atau berbahaya, sebelum dibuang 

kesaluran umum harus terlebih dahulu diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku.: 

Pasall0 

Setiap pedagang penjaja dan pedagang kaki . lima diwajibkan menyediakan temp at 

penampungan sampah sendiri untuk menampung sampah yang berasal dari kegiatan 

usahanya. 

Pasalll 

Bentuk dan penempatan tempat sampah dan air buangan sebagaimana dimaksud Pasal 9 

dan 10 ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah. 
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Pns.al12 
: 

. Setiap badan atau orang yang menyelenggarakan suatu 

Kebersiahan clilingkungan tempat diadakannya keramaian. 

keramaian Wajib memelihara 

/ 

! 

Pasal13 

(1). Setiap kendaraan yang mengangkut sampah, tanah, pasir dan bahan-bahan yang 

menimbulkan pencemaran lainnya, hams ditutup dengan baik ; 

(2). Pemilik atau pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, 

bertanggungjawab atas benda-benda yang berceceran dari kendaraannya disepanjang 

jalan. 

BABVI 

LARANGAN 

Pasal14 

-, 

Setiap penduduk / pemilik / penghuni / penanggungjawab bangunan dilarang : 

a. Mengotori dan merusak jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum ; 

b. Membuang dan menumpuk sampah dijalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran dan 

ternpat umum kecuali tempat-ternpat yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah ; 

c. Membakar sampah dijalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum, sehingga 

mengganggangu ketertiban umum 

d. Membuang air besar atau air kecil dijalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran dan tempat 

umum, kecuali tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah ; 

e. Mengeruk atau mengais sampah dari tempat penampungan sampah sementara, kecuali 

oleh petugas untuk Kepentingan Dinas ; 

f. Menutup selokan disekitar pekarangan yang menyebabkan selokan tidak berfungsi tanpa 

Izin Kepal Daerah ; 

g. Membuang sampah disekitar lokasi pembuangan yang telah ditetapkan ; 

h. Mencoret-coret, menempel, menulis, mengotori pada dinding tembok, pilar tiang, pohon, 

pagar dan jembatan. 

.... BAB VII 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal15 

(1). Tingkat penggunaan jasa diukur -berdasarkan jenis dan 
I 

frekwensi penggunaan tempat mandi dan atau we Umum ; 

atau volume sampah dan 
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(2). Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada yat (1) adalah sampah organik dan non 

organik berbahaya dan tidak berbahaya ; 

(3). Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir.. 
dengan berbagai pendekatan antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah 

tangga, perdagangan dan inelustri serta Bangunan Perkantoran. 

BAB VIn
 

PRINSJP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
 

DAN BESARNYA TARIF
 

Pasal!6
 

(1). Prinsip dan sasaran dalam penetap~n struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan 

pada tujuan untuk menutup penyelenggaraan pelayanan dengan mempetimbangkan 

kemampuan masyarakat dan asfek keadilan ; 

(2). Biaya sebagaimana dimaksud. pacla.. ayat (1) Pasal ini, biaya pengumpulan, 

pengangkutan dan pengolahan dan atau pemusnahan sampah serta penggunaan tempat 

mandi dan atau \ve Umum, 

BABIX
 

STRUKTUR DAi'\j' BES:\Rl\.:YA TARIF RETRTBUSI
 

Pasal!7
 

(1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume 

sampah yang dihasilkan serta kernampuan masyarakat ; 

(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan 

Daerah ini. 
'~'.. ". 

BABX
 

WILAYAlI PEMUNGUTAN
 

Pasal18
 

Retribusi yang terhutang dipungut eli Wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan. 

BABXI 
I 

j\1ASA RETRIBUSI DAN MASA RETRIBUSI TERHUTANG 
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.. -:....-: .. : 

Pasal 19 

Masa Retribusi adalah jangka waktu lamanya 1 ( satu ) bulan takwim, 

Pasal20 

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 

BABXII
 

SURAT PENDAFTARAN
 

Pasal21
 

(1)	 Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD. 

(2)	 SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan 

lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya. 

(3) Bentuk, isi	 serta earn pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

nxn XIII
 

PEl\~TAPAN RE1RIHCSI
 

Pasal22
 

\1)	 Berdasarkan SPdORD scbagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) ditetapkan 

Retribusi Terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan diternukan data baru dan atau yang semula 

belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi terutang, maka 

dikeluarkan SKRDKBT. 

(3) Bentuk, isi, dan	 tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan sebagaimana dimaksud'paoa ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana 

dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

BABXIV 

TATACARAPE~1UNGUTAN 

Pasal23 

(1)	 Pemungutan Retribusi tidak clapat diborongkan. 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 
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BABXV
 

SANKSI ADl\lINIS'l1MSI
 

Pasal24
 

Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang 

membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap 

bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan 

STRD. 

BABXVI 

TATA CARA PENIBAYARAN 

Pasal25 

(1)	 Pembayaran Retribusi yang terhutang hams dilunasi sekaligus dimuka. 

(2) Retribusi yang	 terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) hari sejak 

diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(3) Tata	 cara pernbayaran, penyetoran tempat pembayaran Retribusi diarur dengan 

Keputusan Kepala Daerah. 

BABXVII
 

TATA CARA PENAGIHAN
 

Pasal26
 

(1)	 Pengeluaran Surat Teguran I Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan 

pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 ( tujuh ) han sejak jatuh 

tempo pembayaran. 

(2) Dalamjangka 7 ( tujuh ) hari sejak tanggal Surat Teguran I Peringatan! Surat lain yang 

sejenis, Wajib Retribusi \Vajib melunasi Retribusi yang terutang. 

(3)	 Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. 

BABXVIII
 

KEBERATAN
 

Pasal27
 

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat 

yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan_ 

SKRDLB. 

f 
i 

I 
I 
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(2) Keberatan diajukan	 secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan


alas an yang jelas.
 

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukanvkeberatan atas ketetapan Retribusi secara .. 
Jabatan, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran Retribusi tersebut. 

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal 

SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan bahwa 

jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. 

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

(3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. 

(6) Pengajuan keberatan tidak	 menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan 

penagihan Retribusi. 

Pasal28 

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 ( tiga ) bulan sejak tanggal Surat 

Keberatan diterima hams memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. 

(2) Keputusan	 Kepala Daerah atas Keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau 

sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang. 

(3) Apabila	 jangka waktu sebagimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala 

Daerah tidak mernberikan sutu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap 

dikabulkan, 

. BABXIX 

PENGEl\1BALIAN KELEBlHAN PEMBAYARAN 

Pasal29	 
f 
! 

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Rerribusi dapat mengajukan	 permohonan 

pengembalian kepada Kopala Daerah, 

(2) Kepala	 Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 ( tiga ) bulan sejak diterimanya 

permohonan kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

hams memberikan Keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala 

Daerah tidak mernberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan 

Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalarn jangka waktu 

paling lama 1 (satu) bulan. 

I 
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(4) Apabila Wajib Retribusi	 mempunyai hutang Retribusi lainnya, Kelebihan Pembayaran 

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi 

terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut. 

(5) Pengembalain kelebihan	 pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya 

SKRDLB. 

(6) Apabila pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah	 lewat jangka 

waktu 2 (dua) bulan, Kepala pa~rah memberikan imbalan bunga sebsar 2% (dua 
.,
 

persen) sebulan atas Keterlambatan Pembayaran Kelebihan Retribusi.
 

Pasal30 

(1)	 Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis 

kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : 

a.	 Nama dan alamat Wajib Retribusi, 

b.	 Masa Retribusi, 

c.	 Besarnya kelebihan pernbayaran, 

d.	 Alasan yang singkat dan jelas, 

(2)	 Pennohonan Pengernbalian Kelebihan Pembayaran Retribusi disampaikan secara 

langsung. 

(3) Bukti	 penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan 

bukti saat pennohonan diterima oleh Kepala Daerah. 

Pasal31 

(1)	 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat 

Perintah Membayar Kelebihan Retribusi. 

(2)	 Apabila Kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan clengan hutang Retribusi 

lainnya. Sebagaimana dumaksud pada Pasal 29 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan 

cara pemindahbukuan dan bukti pemiudahbukuan juga berlaku sebagai bukti 

pembayaran. 

BABXX
 

PENGUHANG~N,KERINGANAN DAN PEJ\1BEBASAN RETRIBUSI
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Pasal32 

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi. 

(2) Pemberian pengurangan, keringanan Retribusi sebagaimana. dimaksud pada ayat	 (1) 

dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur. 

(3) Tata eara pengurangan, keringanan dan pernbebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala 

Daerah. 

BABXXI
 

KEDALUWARSA PENAGIHAN
 

Pasal33
 

. (1)	 Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka 

waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib 

Retribusi melakukan Tindak Piclana eli Bidang Retribusi. 

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat	 (1) tertanggung 

apabila : 

a.	 diterbitkan Surat Teguran atau, 

b.	 ada pengakuan hutang Retribusi dad Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak 

langsung. 

BABXXII
 

KETENTUAN PIDA1'l'A
 

Pasa134
 

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan 

Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 

4 (empat) kalijumlah Retribusi terhutang. 

(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran. 

(3) Petugas	 pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata 

merugikan Pemerintah Daerah dan atau masyarakat, diambil tindakan tegas sesuai 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 
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BABXXIII
 

PENYIDIKAN
 

Pasal35
 

(1)	 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan 

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

(2)	 Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a.	 Menerima, mencari, menguinpulkun· dan meneliti keterangan atau laporan-. 

berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau 

laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ; 

b. Meneliti, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi 

atau badan ten tang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak 

Pidana di Bidang Retribusi Daerah ; 

c.	 Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan 

dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah ; 

d. Memeriksa	 buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan 

dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah ; 

e.	 Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan 

dan dokumen-dok...umen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti 

tersebut; 

f.	 Meminta bantuan tennga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak 

Pidana di Bidang Retribusi Daerah ; 

g.	 Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat 

pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan rnemeriksa identitas orang dan atau 

dokumen yang dibawa sebagaimana hurufe ; 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi 

Daerah; 

1.	 Memanggil orang untuk didengar keterangannya clan diperiksa sebagai tersangka 

atau saksi ; 

J.	 Melakukan tindakan lain yang perlu untuk Kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di 

Bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ; 

k. Menghentikan Penyidikan. 

(3). Penyidikan	 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 

Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana. 



15 

BABXXIV
 

KETENTUAN PENUTUP
 

Pasal36 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur hal yang 

sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi, 

Pasal37 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah iru, sepanjang mengenai 

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. 

o 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diunclangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 

ini dengan menernpatkannya dalarn Lembaran Daerah Kabuparen Lampung Timur. 

II'. H. IRFAN N. DJAFAR, CES
 

Disetujui oleh : DPRD Kabupaten Lampung Timur 
Dengan Surat Keputusan Nomor : 170 / 25 / X / SK / DPRD  LTM /2000 
Tanggal 31 Oktober 2000 

Diundangkan di Sukadana 
Pada Tanggal 07 November 2000 
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IAI\1Pll~_,tN: PE;~.\TLTHAj\Y DAER4.H KABUPATEN LA1vfPUNG TIl\1UR 

NOMOR : TAHUN : 2000 

Besarnya TarifRetribusi Pelayanan PersampahanIKebersihan adalah .sebagai berikut : 

Q 

A. RETRIBUSI BULANAN :	 (
I 

I 

1.	 Rumah makan, hotel/p enginapan, bioskop, kantor swasta/perusahaan yang bergerak 

di bidang jasa atau perclagangan industri, ditetapkan sebesar Rp. 15.000,

2.	 Warung makan, wartel, perusahaan yang bergerak di bidang keterampilan 

pectukangan dan sejenisnya, ditetapkan sebesar Rp. 10.000,

. '-- 3. Kantor .atau lokasi perusahaan yang bergerak di biclang pelayanan umum dan 

pelayanan sosial, ditetapkan sebesar Rp. 10.000,

4.	 Usaha yang bergerak atau yang bersifat Home Industry dan sejenisnya, ditetapkan 

sebesar Rp. 15.000,

5.	 Pedagang hamparan, los dan tendarisasi ditetapkan sebesar Rp. 200/hari 

6.	 Toko ukuran luas sampai dengan 10 rri2, ditetapkan sebesar Rp. 3.500,

7.	 Toko ukuran 1uas 10 m
2 

s.d. 20 m2
, ditetapkan sebesar Rp. 5.000,

8.	 Pedagang tetap grosir, ditetapkan sebesar Rp. 15.000,

9.	 Supermarket/swalayan, ditetapkan sebesar Rp. 100.000,

10. Pedagang yang bersifat 1everansir, ditetapkan sebesar Rp. 2.500,

11. Asrama dan sejenisnya, ditetapkan sebesar Rp. 10.000,

12. Mess, ditetapkan sebesar Rp. 15.000,

13. Kantor Pemerintah Tingkat Kabupaten, ditetapkan sebesar Rp. 20.000,

14. Kantor Pemerintah Tingkat Kecamatan, ditetapkan sebesar Rp. 10.000,
'" 

15. Kantor Pemerintah Tingkat Kelurahan/Desa, ditetapkan sebesar Rp. 5.000,

16. Gudang Pemerintah, ditetapkan sebesar Rp. 50.000,

. 17. Gudang Swasta, ditetapkan sebesar Rp. 50.000,

18. Gudang barang di lingkungan pasar, ditetapkan sebesar Rp. 30.000,

19. Rumah Sakit Pemerintah/Swasta, ditetapkan sebesar Rp. 75.000,

20. Rumah Bersalin Pemerintah, ditetapkan sebesar Rp. 20.000,

21. Rumah Bersalin Swasta, ditetapkan sebesar Rp. 50.000,· 

22. Puskesmas, ditetapkan sebesar Rp. 15.000,

23. Apotik, ditetapkan sebesar Rp. 20.000,

24. Rumah tempat tinggal dijalan protokol, ditetapkan sebesar Rp. 3.000,

25. Rumah tempat tinggal menghadap ke jalan umum, ditetapkan sebesar Rp. 3.000,

26. Rumah tempat tinggal clijalan lingkungan, ditetapkan sebesar Rp. 2.000,



27. Rumah Dinas Ciolougan Kclas I, ditetapkan sebesar Rp. 20.000,

28. Rumah Dinas Golongan Kelas II, ditetapkan sebesar Rp, 15.000,· 

29. Rumah Dinas Golongan Kelas Ill, ditetapkan sebesar Rp. 10.000,

30. Rumah Penjara, clitetapkan sebesar Rp. 10.000,· 

31. Taman Bunga, ditetapkan sebesar Rp. 15.000,

32. Kebun Bibit dan sejenisnya, ditetapkan sebesar Rp. 10.000,

33. Kebun Buah-buahan dan sejenisnya, ditetapkan sebesar Rp. 20.000,

34. Kebun Binatang, ditetapkan sebesar Rp. 50.000,· 

35. Tempat Pertunjukan, ditetapkan sebesar Rp. 25.000,

36. Pengusaha ternpat rekreasi atau tempat hiburan, ditetapkan sebesar Rp. 50.000,· 

37. Tempat Praktek Dokter, ditetapkan sebesar Rp. 25.000,

38. Tempat Praktek Paramedia, ditetapkan sebesar Rp. 15.000,· 

39. Tambal Ban, ditetapkan sebesar Rp. 3.000,

40. Pertamina (SPBU), ditetapkan sebesar Rp. 25.000,

41., Kios Bensin, ditetapkan sebesar Rp. 3.000,

42. Panti PijatlDiskotek, ditetapkan sebesar Rp. 30.000,

43. Pencucian Mobil, ditetapkan sebesar Rp. 10.000,

44. Salon Kecantikan/pangkas rambut, ditetapkan sebesar Rp. 5.000,

B. RETRlBUSl HARlAN 

," 
1. Pedagang sayur mayur pikulan, bakulan, dan sejenisnya, ditetapkan sebesar : 

i 
Rp. 500,- siang hari ;	 

I 

Rp. 500, - rnalam hari. 

2.	 Pedagang eceran buah-buahan anggur, apel, jeruk dan sejenisnya, ditetapkan sebesar : 

Rp. 300, - slang hari ; 

Rp. 300, - malam hari.. 

3. Pedagang eceran buah-buahan duku, durian, rambutan, jengkol, nenas, bawang, kol 

dan sejenisnya, ditetapkan sebesar :
 

Rp. 500,- siang hari ;
 

Rp. sao,· malam hari.
 

4.	 Pedagang Leveransir, ditetapkan sebesar : 

Buah-buahan sebesar Rp. 1.000,· , 

Bahan sembilan pokok makanan sebesar Rp. 1.000,

Sayur mayur dan sejenisnya sebesar Rp. 1.000,



· '''~. . .~. . 

5. Pedagang daging clan ikan, ditetapkan sebesar : 

Rp. 400,· siang hari ; 

RI'. 400,· malam hari. 

6. Pedagang obat-obatan di pinggir jalan ditetapkan sebesar : 

RI'.300,· siang hari ; 

RI'. 300,- malam hari. 

7. Pedagang roti eceran ditetapkan sebesar : 

RI'. 200,· siang hari ; 

RI'. 200,· malam hari. 

8. Pedagang Kacang Goreng/Rebus, ditetapkan sebesar : 

RI'. 200,- siang hari ; 

Rp. 200,· malam hari, 

9. Pedagang makanan dan gerobak dorong, ditetapkan sebesar : 

RI'. 400,· siang hari ; 

Rp. 400,· malam hari. 

>,•. 

f 
i 

C. RETRIBUSI KAl'vt~R j\'fANDI DAN we Ul\~1 

1. Mandi ditetapkan sebesar RI'. 500,

2. Buang air besar ditetapkan sebesar RI'. 300,· 

3. Buang air kecil ditetapkan sebesar RI'.200,. 

D. RETRIBUSI INSIDENTAL 

1. Pedagang daging sapi, kerbau dan sejenisnya dalam rangka hari-hari besar, ditetapkan 

sebesar: 

Rp. 5.000,- siang hari ; 

Rp. 5.000,- malam hari. 

2. Pedagang daging kambing dan sejenisnya dalam rangka hari-hari besar, ditetapkan 

sebesar : 

Rp. 3.000,. siang hari ; 

Rp. 3.000,· malam hari. 

3. Pedagang ayam dan sejenisnya, ditetapkan sebesar : 

Rp. 500,. siang had; 

Rp. 500,· malam had. 



4. Pedagang obral tekstil, obat clan sejenisnya dalam rangka hari-hari besar, ditetapkan 

sebesar: 

Rp. 1.000,- siang hari ; 

Rp. 1.000,- malam hari, 

5. Pernbuangan sampah tebangan pekarangan tertentu, kecuali hasil gotong royong 

masyarakat dan hasil pekerjaan Dinas Pekeijaan Umum, ditetapkan sebesar 

3Rp. 1.000,- per M , 

6. Pungutan atas penumpukan bahan bangunan atau bekas bangunan, ditetapkan sebesar 

Rp. 1.000,- setiap 24 jam. 

"', ',' ".. >, 
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